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Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai

gugat antara:

Rohanah alias Rohana binti M. Nor, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman
di Dusun Sigi RT.018 RW. D10 Desa Teke Kecamatan
Palibelc Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;

melawan

Ardin bin H. Mursana, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu,
pendidikan SD, tempat kediaman di RT.007 RW. 004
Kelurahan Nitu Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di

persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 11 September 2017

vang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima
dengan nomor 1240/Pdt.G/2017/PA.Bm, tanggal 11 September 2017 telah
mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor ; 156/38/V/2008 tanggal 26 Mei 2009

2. Bahwa, setelah pemnikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang paman Pengquagat di Desa Teke
Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian pindah di
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rumah orang tua Penggugat di Desa Teke Kecarnatan Palibelo Kabupaten
Bima selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat unggal di rumah
hasil usaha bersama di Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima
Selama 4 tahun. Selama pernikahan fersebut Penggugat dengan
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan
dikaruniai 2 erang anak bemama ;

a.Nur Muliana {perempuan) umur 7 tahun

b.M. Solihin (laki) umur 1 tahun lebih;

2. Bahwe seiak bulan Januard 2015 antara Penaquaat dangan Termugat

b~

terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan lidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara

lain :

a. tergugat sudah menikah lagl dengan perempuan lain yang bernama
Sima dari Kabupaten Dompu;

b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2015 yang akibatnya Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu pula antara Penggugat dan
Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu
Terquaat eudah tidak memperdulikan Penoaunat tidak ada laai hubungan
lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumanh tangga yang sakinan, mawaddan
dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-
masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pemah diupaya damaikan
oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7 Rahwa Panaaquaat adalah arang vana tidak mamnin seeiai dengan sirat

keterangan tidak mampu dan Kartu BPJS Kesehatan yang dikeiuarkan
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oleh Kepala Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Nomor :
220142017 , dan BPJS Kesehatan Nomor ; 0001907992912, untuk {u
Penggugat mohon dijjinkan untuk betperkara secara cuma-Cuma
{Prodeo) ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amamya berbunyi:

DALAM PETITUM

A. Primer

1. Mengabuikan gugatan Penggugat seluruhnya;

[

Ammi
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atuhbkan talok saty Bain Sugra Tergugat {Ardin bin H. Mursana)
Terhadap Penggugat (Rohanah alias Rohana binti M. Nor);
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena

miskin ;

B. Subsidair
Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan
pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pada jadwal sidang yang felah ditetapkan Penggugat hadir di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meski
Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan
Pomerintah No_ @ Tahun 1075,

Bahwa Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan
sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan
alasan yang sah,

Banhwa upaya perdamaian oleh Majeiis Hakim dan mediasi metaiu mediator
tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat dan
Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti

surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206185604300001, tanggal 29
Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerinta Kabupaten Bima yang telah
dimeterai oleh pejabat pos {(nazegeling) dan sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/38/V/2009, tanggal 26 Mei
2009, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bele Kabupaten Bima, yang
telah dimeterai cleh pejabat pos (nazegefing) dan sesuai dengan aslinya
P2y

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang

saksi sebagai berikut;

1. Mufti bin Ali, umurd1 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, pendidikan
SLIA, tempat kediaman di Ri. 17 RW. 08 Desa ieke, Kecamatan
Palibelo, Kabupaten Bima, vyang dalam persidangan memberikan
keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
bertetangga

- Bahwa Penggugat bernama Rohanah alias Rohana binti M. Nor dan
Targuaat hamamsa Ardin hin H Mureana;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman bersama di Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten
BIMa;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisinan dan pertengkaran sejak 2 tahun lebih yang lalu;

- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat sudah 2 tahun lebih pergi
meninggalkan Penggugat dan sudah menikah lagi dengan
perempuan lain orang Dompu dan selama itu Tergugat tidak pernah

pilang dan tidak pemah kirdm nafleah:

Hal. 4 dan 11. Put. No, 1240 /Pdt. G/2017/PA.Bm

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Bahwa Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

ada hubungan apapun lagy;

- Bahwa Penggugat pemah dinasehati, namun tidak berhasil;

2. Abdul Hamid bin A. Bakar, umur 40 tahun, agama lslam, pekerjaan
Bertani, tempat kediaman di RT. 19 RW. 10 Desa Desa Teke,
Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, yang dalam persidangan
memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut;
- Bahwa sakel mengenal Pengguaat dan Tergugat karena okl

bertetangga

- Bahwa Penggugat bemama Rohanah alias Rohana binti M. Nor dan
Tergugat bernama Ardin bin H. Mursana;

- Bahwa Penggugat ¢an tergugat adaian suam isten sah;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman bersama di Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten
Bima;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisinan dan pertengkaran sejak 2 tahun lebih yang lalu;

- Bahwa Penyshahnva karena Tergugat sudabh 2 tahun lebih pergi
meninggalkan Penggugat dan sudah menikah lagi dengan perempuan
lain orang Dompu dan selama itu Tergugat tidak pemah pulang dan
tidak pemah kirim nafkah;

- bahwa Selama berpisan antara Fenggugat dan | ergugat sudah haak
ada hubungan apapun lagi;

- Bahwa Penggugat pernah dinasehati, nramun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan
Tergugat dan memaohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal

Rﬁhagaimana tercantum  dalam  berita arara gidang nerkara ini, vang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi
melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena
Tergugat tidak pemah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah
berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi
tidak barhacil:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sesuai
dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan {3) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, tidak pemah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang
lain sebagal kuasanya, maka gugatan Penggugat dapat ditenma tanpa
kehadiran Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kecuali apabila gugatan Penggugat tidak
berdasarkan hukum dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap
Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang
No 7 Tahun 1080 yann telah diuhah dan ditamhah terakhir dengan |indana-
Undang No. 50 Tahun 20089,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1yang merupakan akta otentik dan
memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempuma, telah terbukti bahwa
Fenggugat perdomisii i wilayan Kabupaten Bima, seningga merupakan
kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili gugatan
Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun
20089;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan
memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa

Pananugat dan Ternunat adalah siami istari yvann eah  eshinnna Pennanat
-t e ot i . -l . ot Nt et i
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dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara
ini, oteh karena itu gugatan Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mencakup kumulasi gugatan, selain
perceraian sebagai pokok perkara, Penggugat juga menuntut hak asuh anak
{hadhanah);

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat telah sesuai dengan
Pasal 86 tUndang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan
ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena itu

kumulasi qugatan Penanunsat herdararkan huleimn dan danat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil bahwa
sejak bulan Januari tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hiqup rukun iagl dalam rumah tangga disebabkan antara lain,

a. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik;

b. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bemama
Sima dari Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti
dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, dan setiap yang

tidak dibantah sama rdengan diskni denoan demikian dalil-dalil Penaguoat
tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk daiam
bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktiian kepada
Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang
didaiikan oien FPenggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah
mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak
termasuk yang difarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi
disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua
saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua

saksi mendukung dalil-dalil quoatan Peanaauaat sshinana telah memenishi

syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175,

Hal. 7 dari 11. Put. No. 1240 /Pdt.Gf2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 7
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 8 Tahun 1975 jo. Pasal 76
Undang-Undang No. /7 tahun 1989, oleh karena itu Majeiis Hakim menilai
keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti
yang sah;
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat,
dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa
1. Antara Penggugat dan tergugat telah berpisah selama 2 tahun lebih
berturut-turut Tergugat pergi tanpa alasan yang sah ;

N

Terqunat eudah menikah lani denoan nerammuan lain arann Dammg dan
- v i T T T o e

selama itu Tergugat tidak pemah pulang dan tidak permah mengirimkan
nafkah;

Menimbang, banwa perkawinan laiah ikatan ianir batin antara seorang pna
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai
dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomar 1
Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam:;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa
antara suami iatari ihy tidak akan danat hidun rokn eshanai auami isterd

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b} Kompilasi Hukurn Islam di antara
alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pibak lain selama 2
(dua;) tanun berurut-urut tanpa 1zin pinak lain dan tanpa aiasan yang san atau
karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan
untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga
tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kendisi rumah tangga yang demikian

sty akan menimhiikan tekanan paikis yvang harkapanjanaan haai Pennonaat,
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oleh karena itu dalam hal ini beraku kaidah fkih “menghindari
kerusakan/matsadat lebin diutamakan dari pada menank kemasianatan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbhangan tersebut di
atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (b) Kompilasi Hukum Isiam, cleh karena itu gugatan Penggugat patut
dikabulkan;

Menimhang  hahwa eesiai dengan Pasal 119 ayat £2) huruf ¢ Kompitasi
Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum
dan beralasan, sedangkan lergugat tidak pernan hadir dan tigak menginm
wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil sesuai ketentuan
Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975, maka
gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek herdasarkan Pasal 149 ayat (1)
R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-
Undana Namaor &0 Tahun 2008 Majelic memerintahkan kepada Paniters
Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama di tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan di
tempat FPenggugat dan |ergugai berdommustil saat i untuk dicatat daiam ganar
yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Pengguigat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-

1ndanaan vana harlaki sarta ketentuan hulkm svara’ yana harkaitan denaan

perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Ardin bin H. Mursana)
Terhadap Penggugat (Rohanah alias Rohana binti M. Nor);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk
mengifmkan ealinan nutusan yanng telsh herkelatan hukom tetan kepada
Pegawai Pencatat Nikah {PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Palibelo,
Kabupaten Bima, Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima dan
Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, untuk dicatat
perceraian tersebut dalam dafiar yang disediakan unfuk 1tu;

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima
puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Kamis tanggal
18 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal Periksa 29 Safar 1439 H.,
oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari oleh kami Lutfi
Muclih S An M A eabagai Kehtia Majelia, Mulvadi S Ao dar Muhamad lena
Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka
untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Sri
wanyuningsin, S.Hl. sebagal Paniiera Pengganti yang dinadin oien Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

{utfi Muslinf S An M A
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Hakim Anggota Hakim Anggota

<

Mulyadi, S .Ag. Muhamad Isna Wahyudi, S.H.1., M.S.I.

Panitera Pengganti

s

Sri WahyunipA S HIL

Perincian biaya perkara:
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000 -

2. Biaya Proses : Rp. 50.000, -
3. Panggilan * Rp. 294.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5 Materai *Rp B 00N
Jumiah Rp. 350.000,-

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
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